
I ,EMBARAN DAERAII
NOMOR 7

KABUPA'I'EN PEMALANG
TAlttrN 2000

PERATURAN I)AERAH KABUPATEN DAERAII TINGKAT II Pf,MALAN(;
NOMOR 7 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IVIAHA ESA

lltiPA'tl KEPALA DAERAH TINGKT\.I II PEMALANG

Menrmbanq

b .

Mcng inga t  .  l .

bahwa dengan telah ditetapkannva Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor I 19 

'lahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan
Daerah-l'ingkat Il. maka Retribusi 'ferminal 

merupakan

ienis retribusi Daerah Tingkat Il ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu diatur dengan Pcraturan Dacrah.

Undang-undang Nomor 13 'lahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

Undang-undang Nomor 49 Prp Tirhun 1960 tentaog Panitia2 .
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4.

5 .

(r

2

Urusan Piutang Negara (lrmbaran Negara Republik In-

donesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan i,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2104) :

Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang l{ukum

Acara Pidana (I-embaran Negara Republik Indonesia Thhun

l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara ltepublik

Indonesia Nomor 3209) ; ,

Undang-undangNomor l4 Thhun 1992 tentang l.alu l,intas

dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara l{epublik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3480) :

lJndang-undang Nomor l8 lahun 1997 tcntang l'a.iak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara ltepublik

Indonesia ' lahun 1997 Nomor 41.  
' lambahan 

l -cnrbaran

Negara Itepublik lndonesia Nomor 3685) :

[ ) ndang-undang  Nomor  22  
' l ' ahun  

1999  ten tang

l)emerintahan l)aerah (Lembaran Negara ltepublik lndo-

nesia'lahun 1999 Nomor 60. l'ambahan Lembaran Negara

Itepublik lndonesia Nomor 3839) :

Peraturan Pemerintah Nomor 27 lahun 1983 tentarl-

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 lahun | 981 tentang

llukurn Acara Pidana (l.embararr Ncgara l{cpublik lndo-

nesia 
'l 

ahun I 981 Nonror 6, T'arnbahan Lcntl'ranur Ncg:trir

l{cpublik lnt loncsia Nonror 1258) ;

I t .  l)eraturan l)enrerintalt Nonror 22 
' lahun 

l9()0 tctttatrg

I)etryerahittr Scbagian IJrusatt l)cttte r i t t taltatt t l i  l ] i t lang

7.
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12.

9 .

10 .

I J ,

14 .

3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat
I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3692) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990
tentang Retribusi l'erminal Angkutan Penumpang ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tiahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I 19 Tahun 1998
tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah

t5 .

Tingkat I  . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4)
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Tinglat I den Dereh Tingkat II ;

16. Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor 7 Tahun 1987 tantang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang (Irmbran Da€nah l(abupaten Daerah Tingkat
II Pemalang Thhun 1987 Nomor l4).

Dengrn persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten l)aerah -
.tingkat 

II Pemalang.

I I I E M I I T T J S K A N

Menetapkan : PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH I |NGKAt tl

PEMALANG TENTANG RETRIBUSI I 'ERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasel t

Dalam l)eraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerar"
Tingkat II Ilemalang ;

c. Bupati Kepala f)aerah adalah Rupari Kepala I)acrah
Tingkat ll Pemalang ;

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi f)aerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan . . . . . . .  . . . .  .  (5)

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



e .

5

undangan yang berlaku ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas. perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
mma dan bentuk apapun, persekutuan, pcrkumpulan.
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun. bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya ;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta ;

Retribusi Terminal. yang selanjutnya disebut rctribusi
adalah pcmbayaran atas pelayanan penyediaan tempat
parkir untuk kendaraan pcnumpang dan bis umum. tempat
kegiatan usaha dan l'asilitas lainnya dilingkungan termi-
nal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah l)aerah
tidak termasuk pelayanan peron ;

Wajib Retribusi adatah oraog pribadi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retrihusi tertentu :

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan perlritungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi

f.

h .

Daerah  . . . . . . . . . . . . . . .  ( 6 )
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k .

Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi l)aerah, yang selanjutnya

disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan

besarnya .jumlah retribusi yang terutang ;

Surat Ketetaprn Retri busi Daerah Kurang tsayar'l'ambahan,

yang sclanjutnya disingkat SKRDKBI' adalah surat

keputusan yang menentukan tambahan ans jrunlah retribul

yang telah ditetapkan :

Surat Ketetapan Retribusi Daerah l.ebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDi.tl aclalah surat keputusan

yang menentukan.iumtah ltelebihan pernbayaran retribusi

karena jumlah krcdit retribusi lebih besar dan pada retnbusi

yang terutang atau tidak seharusnya terutang .

rn. Surat'lagilran Retnbusi Daerah. yang seianjutnya disingkat

:il'RD adalah surat untuk rnelakukan tagihan retribusi

t ian atau sanksi administrasi berupa bunga dan aiau

elenda :

n. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap SKRD atau dokunrcn lain yang

dipersamakan, SKRDKB'| dan SKRDLII yang diajuka.

oleh Wajib lletribusi ;

o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan

I ainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan

I .

perundang - ............... (7\
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perundang-undangan lletribusi Daerah ;

p. I'enyidikan Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dirakukan oreh penyidik
Pegawai Negeri Sipi l  yang selanjutnva disebut penyidik,
untuk mencari sefla meng,untpulkan bukri yang dengan
bukti itu membuar terang tindak pidana di bi<la'g ltetnhusr
I)aerah yang terladi serta nrenemukan tcrsanRkanva

t J A t i  t l

NAI \ f  A .  ( )BY[ .K  t )AN SUt lY t .K  tUtT I i lR I rs l

l r a s a l  2

l )e  ngar t  naml l  l {e  t r rbus i  
' l e  

rn t ina l  r j ipunuur  re r r ibus i  se  bapar  pcnrbar ,a rar }  a t^s
pelayaniur penvediaar) rcnrpar parkir  urr tuk kendaraan pcnumpang dan bis
umunr. rempat kegiata'  usaha. fbsi l i ras lainnya di l i 'gkungan rermi.al  vang
d inr r l i k i  dan a tau  d ike l r r r r  . le r r  I rcnrer i ^ la r r  r )aerah .

I 'asa l  J

t  l )  t )b lek  l {e t r ibus i  ld l la i r  Pe la r ' : tnar r  pcnvcd iaan l i rs i l i r ; rs  rc r r r r rp l l  ra . r :
rnc l ipu t i  .

i t .  penvedri l i ' ln tc l l lp i l t  p irrk ir  kcndlraan I)cnuntpal lg t larr  l l is unlunl
b. penl 'cdiaan tcnl l )at  kcgiatan usuhu :
c .  t ' as i l i s i tus  l : r i r r r rv r r  r l i  l i r rgkung.u l  l cn l t in l r l ,

tJ)  l idak tcrrnasrrk olrr ,ck rc(r ibusi  adl l l l r  l r r : layauirrr  pcr() t)  t larr  penycdiaarr
t 'asi l i tas tenrr i rr l I  r 'arrg dikclola olch I 'crusir l raarr I ) ;1g1111q t lau l )crusalr i ral t
Swasta .

I 'nsa l  { .  ( 8 )
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Pesal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mcnggunakan t'asilitas
terminal.

IIAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi 
.l-erminal 

digolongkan sebagai Retribusi Jasa l)saha.

ll.tB lv

(]ARA IIIENGUKI.IR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

'fingkat 
pengguna:m yasa diukur berdasarkan liekuensi dan .jangka waktu

pernakaian t-asi l i tas rerminal.

tlAt] v

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTTIR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7 .

Prin.sip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribu.si
didasarkan pada tujuan uotuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swsta sejenis yang beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB vr  . . . . . . . . . . . . . . .  (9)
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9

BAB VI

STRUKTT'R DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

'larif 
retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan

dan jangka waktu pemakaian.

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan
sebagai berikut :

l

Set iap mobi lbis umunl
vans masuk Terminal

Set iap mobi l  penum-
pang umum (non bis)
yans lnasuk terminal

Sctrap Kcndaraan

I 'ang masuk "Ierminal

Pemakaian Ruangt idur

Pemakaian Tempat

Usaha

Kendaraan Bis
cepat

Kendaraan Bis
Lambat

Kendaraan non
Bis antar Kota

Kendaraan non
Bis dalam Kota

Kendaraan bermotor
Roda Empat

Kendaraan bermotor
Roda Dua

Sepeda

Kios

Los

Rp. 600,-/sekali
masuk

Rp. 300,-/sekali
masuk

Rp. 20O,Jsekali
masuk

Rp. 1O0,-/sekali
masuk

Rp. 3OO,-/sekali
masuk

Rp. 200,-/sekali
masuk

Rp. 100,-/seknli

Rp.2.000,-/malam

Tarif sesuai dengan

Perda Pemakaian Ke-
ktyaan Dacrah

Jenis Pelayanan
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Sctiap penggunaan fa-
silitas tempat di ling-
kungan terminal bagi
kcndaraan Bis dan Non
Bis yang mangkal di luar
jalur pemberangkatan

Rp.2.000,-/ l  hr
I malam

Rp.1.000,- / l  hr

t  r /

t  / t

l j ]

Pasa! 9

Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan mata pencaharian
di dalenr lingkungan tenninal harus rnemperoleh izin dari Bupati Kepala
Daerah kecuali pedagang asongan dan penau'ar jasa.

llepada para peciagang / penjual jasa yang melaksanakan usahanya di
areal aiau rvilayah tr:rrninal dikenakan Retribusi Pasar.

Tata cara dan persyaratan Ferrrrohonaa izin seiragainrana dinraksud ayat

ili Pasal ini, diatur cleh Rupati Kepala Daerah.

BAB VII

WILAVATI PEMUNGU'T}.N

Pasal l0

I{etribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah ternpat pelayanan f'asilita.-
ierminai diberikan.

BAB VITI

SAAT RBTRIBUSI TERUTANG

Pasal l1

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen

l a in  . . . . . . . . . . . . . . .  ( l  I  )
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I ' EN . IF ] I ,ASAN

ATAS

PE,RATURAN I)AERATI KABUPATEN T)AERAH TINGAT II PEMAI,AN(;
NOMOR 7 TAIIUN 1999

TONTANG

RI.]TRIBtISI TERMINAL

I. PENJELASAN UTUUM
\- Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor l8 Tahun

1997, tentang Pajak Daeratr dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1989 tentang
Retribusi Penggunaan Terminal dengan segala Perubahannya yang didasar-
kan pada Undang-undang Nomor l2lDrt'lahun 1957 tentang Peraturarr
tJmum Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas. maka perlu menetapkan
kembali tentang Retribusi Terminal dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL Df,MI I'ASAL

I'asal I  s/d l l

I)asal l2 ayat ( l  )

:  Cukup jelas.

: Bagi Wajib Retribusi yang mengguna-

kan SKRD.

" L Pasal 12 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasaf 13 sld 29 : Cukup jelas.

&&&
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lain yang dipcrsamakan.

BAB TX

SURAT PENDAFTAIIAN

Pasal l2

i (l) \\i{ib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
-(t) 

SPTRD sebagaimana dirnaksud ayat (l) I'asal ini hanrs diisi dengan
jelas, bener dan lengkafi scna ditanCatanga.ni cleh h'ajib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan iata carer pengisian sena pen)'ampaian SP'IRI) sebagaimana
,iimaksud ayat (1) Pasal ini <iiatur oleh Bupari Kepala Daerah.

liAB X

TIEN E"TAI}AN R,ETRIBU$ I

Fasal 13

(l ) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimakstrd Pasal l2 ayat (l ) Peraturan
Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dcngan rnenerbitkan SKRD atau
dokumen lain ,vang dipersamakan.

L tZl Apabila ber,Jasaikan hasil perrreriksann dan diternukan data baru dan
atau data )rang semula belum terungkap yang inenyebabkan penambahan
jumlah retribusi yeng terutang, rnaka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini dan SKRDKBT
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala
Daerah.

BAB Xr  . . . . . . . . . . . . . . .  (12)
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BAB XI
.TATA CARA PEMTINGUTAN

l'asal l4

( l) Pemungutan retribusi tidak dapat dibororrgkan.

(Z) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi ditaksanakan oleh petugas yang dituniuk oleh Bupati
Kepala Daerah.

TIAB XII

SANKSI ADMINTSTRASI

I 'asal  l5

Dalzun hal Wajib Retribusi tidak nrembal-ar tepat pada waktunya atau kurang

membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 ot'o (dua

perseratus) setiap bulan dari rctribusi yang terutang atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.

lfAlf xt l I

TA'TA CARA PEMBAYARAN

Pasal  16

( l) Pembayaran rctr ibusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya l5 (lima belas) hari

sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan,

SKRDKBT dan STRD.

(3)  Tata cata . . . . . . . . . . . .  (13)
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(3) lbta cara pembayaran, penyctoran dan tempat pembayaran retibusi diatur

oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasrl l7

\. (l) Pengeluaran Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah

7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran I

peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi

retribusinya yang terutang.

( i) Surat'l'eguran / peringatan i surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

ayat ( l) Pasal ini dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KRI ]ERATAN

Pasal l8

L 
( I ) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(?) Keberatan diajrfian secaratertulis dalam Bahasa lndonesiadengan disertai

alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atar ketetapan retribusi,

Wajib . . . . . . . . . . . . . . .  (1 4)
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(5 )

( 6 )

l 4

Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan

retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan

sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRI)KI] |

dan SKRDLB di terb i tkan kecual i  Waj ib  Retr ibus i  ter tent t r  dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaarr

di luar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak mentenuhi persvaratan sebagaimana dirnaksud avat

(2) dan (3) I ' ]asal ini.  t idak dianggap sebagai surat keberatan selt ingga

t idak d ipcr t in tbat tgka t  r

Pengajuan keberatan t idak menunda kervaiiban nrembavar retr ihusi r latt

pelaksanaan penagihart retr ibust.

I 'asa l  19

Bupati Kepala l)aerah dalanr. iangka w'aktu paling lanra (r (enant) hulart

sejak tanggal surat keberatan diterinra harus rtrcnrfrcri keputusart ittns

keberatan .vang diajukan.

Keputusan llupati Kepala I)aerair atas keberatan dapat berupa tttencriutit

seluruhnya atau sebagian. metrolak atau ntenanrbah l'resarnva retrihtlst

vang terutang.

Apabila jangka rvaktu sebagaintana dinraksud ayal ( I  ) I 'asal ini tclah

lewat dan Bupirt i  Kepala l)aerah t idak nremberikan suittu kcputuslu).

keberatan yang diaiukan lersehut Cinnggap dikabulkan.

( l )

(2 )

( . 1 )

l rAt f  xvl . . .  (  l 5 )
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( l )

(2\

(3 )

\-

l 5

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasrl 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengEjukan
permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.

Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud ayat ( I ) Pasal ini. harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah
dilampauidan Bupati Kcpala l)aerah tidak mernberikam suatu keputusan.
permohonan pen gem bal ian ke lebi han retri bus i dianggap dikabul kan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam .iangka waktu paling lama I (satu)
bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pernbayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( I ) Pasal ini langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengembal ian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat ( I ) I'asal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabi la pcngem bal ian kelebihan pcmbayaran retri busi di I akukan setel ah
lcwat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati Kepala Daerah mernberikan
imbalan bunga scbcsar 2 o/o (&,n perseratus) sebulan atas keterlambtan
pembayaran kelebihan retribusi tersebur.

L

( 4 )

(.5 )

( 6 )

Pasr l  2 l  . . . . . . . . . . . . . . .  (16)
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Pasal 2l

( I ) Permohonan pengembalian kelebihan pemhlaan rctribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dcngan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. nama dan alanrat Wajib Retribusi ;
b. besamya kelebihan pcmbayaran ;
c. alasan yang singkat dan jelas.

Q) Permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran retri busi d i sampai kan
s€cara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

( I ) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2\ Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
rctribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 a1rat (4) Perahran Daerah
ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIT

PENGURANGAN. KERINGANAN

DAN PEMBEI}ASAN RETRIBUSI

l 'asal 23

( I ) Bupati Kepala l)aerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan . . . . . . . . . . . . . .  ( l  7)
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pemb€basan rctribusi.

(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dialur oleh
Bupati Kepala l)aerah.

I IAB XVIIT

KADA LUWARSA PENA(;IHAN

Pasal 24

( I ) llak untuk melakukan pcnagihan retribusi. kadaluwarsa setclah nrclanrpaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saar rerurangnya rc-tribusi.
kecuali  apabila Wa.i ib l{etr ibusr mclakukan rindak pidana di bidang
Retribusi.

(2) Kadalurvarsa penagihan rctr ibusi sebagainrana t l inraksud avat ( l) l 'asal
ini tcrtangguh apabila :

a. diterbitkan Surat 
'l 'eguran. 

atau :
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wa.iib llctribusi baik langsurrg

maupun tidak langsung.

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluu'arsa diatur
oleh Bupati Kepala Daerah.

\- 
BAB xlx

KI.]TENTTIAN I}IDANA

I'asal 25

( l )  Waj ib  Retr ibus i  yang t idak ruelaksarrakan kcwaj ibannya se l r i r rgg l

merug ikan . . . . . . . . . . . . . . .  (  I  8 )
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(2)

( l )

(2 )

t8

merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribu

yang terutang.

Tindak pidana sebagairnana dimaksud ayat ( I ) Pasal ini adalah pelanggara

BAB XX

PENYID IKAN

Pasrl 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daera

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidika

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. sebagaimana dimaksud dalar

Undang-undang Nomor 8 tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan ata

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daera

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas

b. meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai oran

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuka

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

c. rneminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bada

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lai

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakuka

penyitaan ............... ( l I
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penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f .  meminta bantuan tenaga ahri daram rangka peraksanaan tugas

penyidikan pidana di bidang Relribusi Daerah :
g. meny'uruh berhenti dan atau melarang s€seorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada sint pemenksaan sedang berlangsung dan nremeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagailnana t l inraksutl
huruf e :

h. memotret seseorang. berkaitan dengan t indak prdana t lr rr idanp
Rerribusi l)aerah :

i. memanggil orang untuk didengar kererangannya dan diperiksa sebagar
tcrsangka alau saksi :

i  rnenghentikan penvidikan .

h' ntelakukan t indakan laitr vang perlu untuk kclancaral pcnvicl ika.
t indak pidana di hidang l{erribusi I)acrah nrenurur hukunr r.ang clapar
dipertanggu ngi au'abk an.

( : ] )  l ' c 'nv id ik  sc 'bagaintani t  d inraksud avar  r l )  l ,asal  in i  r 'cnrbcr i rahukarr
dimulainva penvidikan t latt nrcnvarnpaikan hasil  penvit i ikannra kepad.
l)enuntut l jnrunr sesuai kctentuan vang diatur dalanr I ]nrJang-undang
Nonror 8 

' lahun 
l98l rentang I lukum Acara l) idana.

IIAI} XXI

KIITEN'TTJ AN PT]N I 'TT JP

l , tsr l  27

f lal-hal yang hclunt diatur dalanr t)craturan l)acralr ini.  akan rl iatur lchih
larl i tr t  olch l luPati Kcpala I)acrah, scpanjang nrengclai pclaksalannpya.

Pnsa l  2E . . . . . . . . . . . . . . .  (20 )
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Pasal 28

l)engan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka llcraturan l)aerah'fingkat II
Pemalang Nonror 4 Tahun 1989 tentang Retribusi Penggunaan Terminal
(l.embaran l)aerah Kabupaten I)aerahI'ingkat II Pemalang lahun 1990 Nomor

I Seri R Nomor 2). darr seg.ala perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

l lasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.v

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengzur penenrpatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pemalang.

OEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII
KABTIPATEN I)AERAH TIN(;KAT I I

P t. i\t A t. { :i (i

Ketua.

L 'ap.

I)itetapkan cli Pemalang

pada tanggal I Jul i  1999

IIUPAI'I KEPALA DAERA}I TINGKAT II

P T ,  I \ I A I , A N ( ;

t rd .

TI.  
' I 'ARMUDJI

l) iundangkan di  l 'emalang
pada tanggal 25 Maret 200()

SEKRETARIS DAERAII
KAI]UPATEN PEMALANG

Cap.

t td.

Drs. H. M0IIIJONO

,F.MBARAN DAIIRAH KABUPATEN

L ap.

r td .

D r s .  l l .  M U N I R

PEMALANG TAHUN 2OOO NOMOR 7
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